





2.1. Studi Terdahulu  
 Terkait dengan isu yang penulis angkat dalam penelitian ini yang berjudul 
“Analisis Kepentingan Nasional Singapura Dalam Transboundary Haze Pollution Act 
Tahun 2014”, penulis menggunakan dua studi terdahulu sebagai referensi untuk 
menulis penelitian yang penulis lakukan. Tulisan yang pertama adalah penelitian yang 
berjudul  “Pakootas V. Teck Cominco Metals, Ltd” oleh Libin Zhang.1 
Dalam tulisannya, Zhang membahas tentang perusahaan Teck Cominco Metals 
sebuah perusahaan yang berasal dari Kanada yang digugat oleh Amerika Serikat 
dengan tuduhan pencemaran lingkungan. Perusahaan tersebut digugat karena 
mencemari Sungai Colombia yang berbatasan langsung dengan Kota Washington di 
Amerika Serikat. Masyarakat sekitar sungai melaporkan bahwa perusahaan tersebut 
membuat limbahnya ke dalam Sungai Colombia yang membuat sungai terscemar dan 
masyarakat sekitar mengalami kerugian.2 
Masyarakat sekitar sungai akhirnya mengirimkan petisi kepada Environmental 
Protection Agency (EPA)  untuk meneliti kontaminasi limbah yang dibuang. Pada 
bulan Maret 2003, EPA menyelesaikan penlitian yang menemukan kandungan zat – 
                                                          
1 Libin Zhang, Pakootas V. Teck Cominco Metals, Ltd, Vol. 31, 2007, diakses dari 
http://www.law.harvard.edu/students/orgs/elr/vol31_2/zhang.pdf , pada tanggal 21 Oktober 2017 
2 Ibid.  
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zat berbahaya yang termasuk di dalam limbah tersebut. Kemudian, EPA memutuskan 
untuk menggugat perusahaan Teck Cominco Metals berdasarkan pelanggaran 
kebijakan lingkungan yang bernama CERCLA (Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act).3 
EPA menuntut ganti rugi kepada perusahaan Teck Cominco Metals sebagai 
kompensasi bagi kerugian yang telah disebabkannya. Namun, perusahaan Teck 
Cominco Metals menolak gugatan dengan alasan bahwa Amerika Serikat tidak bisa 
mengadili perusahaannya, karena perusahaan tersebut berasal dari Kanada. Pada 
akhirnya, Pengadilan negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa CERCLA dapat 
diberlakukan sebagai hukum ekstrateritorial yang artinya dapat menggugat entitas yang 
melakukan pencemaran di dalam wilayah Amerika. CERCLA tidak mencampuri 
urusan dalam negeri pemerintah Kanada, namun jika ada aktivitas yang masuk ke 
wilayah Amerika maka pengadilan berhak menggugat.4 
Namun, EPA berusaha mendekati badan lingkungan Kanada yang memiliki 
persamaan peraturan lingkungan yaitu Environmental Management Act untuk 
menyelesaikan masalah ini. Menurut EMA, penerapan hukum ekstrateritorial yang 
diusahakan oleh pemerintah Amerika tidak masalah dilakukan jika tujuannya adalah 
untuk pencegahan bagi perusahaan – perusahaan lain yang dapat merusak lingkungan. 
                                                          
3 Ibid. 
4 Ibid.  
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Dengan dukungan ini akhirnya pengadilan Amerika Serikat dapat menuntut ganti rugi 
kepada perusahaan Teck Cominco Metals. 5 
 Studi terdahulu pertama dengan penulis memiliki persamaan yaitu membahas 
tentang adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh entitas dari negara lain, 
sehingga berdampak pada kerugian masyarakat sekitar. Dalam penelitian yang ditulis 
oleh Zhang ini pula terdapat usaha dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi 
permasalahan dengan menggunakan undang – undang atau kebijakan yang dibuat agar 
dapat menggugat pelaku pencemaran lingkungan dari Kanada. Sama seperti yang 
dilakukan oleh pemerintah Singapura yang menggunakan Transboundary Haze 
Pollution Act untuk dapat menggugat pelaku kebakaran hutan yang menyebabkan 
kabut asap hingga ke negaranya.  
 Namun, tulisan yang ditulis oleh Zhang juga memiliki perbedaan dengan 
penulis yaitu penelitian Zhang mengenai pencemaran lingkungan karena limbah 
perusahaan, sedangkan penulis mengenai kabut asap sebagai pencemaran lingkungan. 
Dari segi negara pun juga berbeda, Zhang menggunakan negara Amerika dan Kanada 
sebagai studi kasusnya, sedangkan penulis menggunakan Singapura dan Indonesia 
sebagai studi kasus. 
                                                          
5 Ibid.  
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 Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah “Kepentingan Jepang 
Menghapus Hutang Luar Negeri Myanmar Tahun 2012 – 2013” oleh Neno Elviana. 6 
Dalam tulisannya ini Neno membahas tentang kepentingan Jepang yang menghapus 
hutang luar negeri Myanmar pada tahun 2012 – 2013. Konsep kepentingan nasional 
dipakai dalam tulisan Neno ini untuk menganalisis kepentingan oleh Jepang. Para 
pemikir konsep kepentingan yang dipakai oleh Neno antara lain adalah K. J. Holsti dan 
Morgenthau.7 
 Jepang menghapus hutang luar negeri Myanmar secara bertahap, yaitu pada 
tanggal 21 April 2012 di Tokyo dan tanggal 27 Mei 2013 saat Perdana Menteri Abe 
berkunjung ke Myanmar. Menurut Neno, penghapusan hutang yang dilakukan oleh 
Jepang memiliki kepentingan nasional karena sesuai dengan yang dikatakan oleh 
Morgenthau bahwa kepentingan nasional sebagai usaha negara untuk mendapatkan 
power.8 
 Kebijakan Jepang dalam menghapus hutang Myanmar ini memberikan 
keuntungan kepada Jepang di antaranya, pertama, Jepang mampu mempertahankan 
posisisnya sebagai pendonor utama bagi Myanmar. Hal ini akan membuat Myanmar 
dapat mempercayakan kepada Jepang untuk proyek – proyek pembangunan yang akan 
datang. Kedua, Jepang juga mendapat keuntungan dari penghapusan hutang Myanmar 
                                                          
6 Neon Elviana, Kepentingan Jepang Menghapus Hutang Luar Negeri Myanmar Tahun 2012 – 2013, 
Vol. 1, diakses dari https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2126/2073 , pada tanggal 
21 Oktober 2017 
7 Ibid.  
8 Ibid.  
5 
 
kepada donor – donor internasional dengan memindahkan hutangnya ke Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC) milik Jepang. Artinya bahwa Myanmar masih 
tetap memiliki hutang, namun hanya kepada Jepang, dan ini membuat Myanmar 
menjadi ketergantungan kepada Jepang.9 
 Menurut Holstin dalam kepentingan ekonomi perlu adanya kerjasama 
internasional untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama ini artinya adalah 
pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh 
negara lain maka akan mempengaruhi kebijakan oleh negara itu pula. Kerjasama yang 
dilakukan pun dapat bertujuan jangka pendek atau jangka panjang.10 
 Jepang memiliki kepentingan ekonomi dalam kerjasamanya bersama 
Myanmar, hal tersebut terlihat saat Jepang menanamkan modalnya sebesar 246,84 juta 
USD di Myanmar. Kemudian perdagangan antara Jepang dan Myanmar juga berjalan 
lancer dalam hal ekspor impor. Selain itu, Jepang juga menyepakati proyek kerjasama 
Pembangunan Zona Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone (SEZ) di Myanmar.  
 Selain adanya kepentingan ekonomi, Jepang juga membangun kerjasama dalam 
bidang kelistrikan dan telekomunikasi dengan Myanmar. Dalam hal ini Jepang 
mengambil banyak proyek pembangunan di Myanmar dalam bidang infrastruktur. 
Proyek listrik yang dikerjakan Jepang tidak hanya proyek jangka pendek, melainkan 
proyek jangka panjang terkait maintenance atau perawatan jaringan. Myanmar juga 
                                                          
9 Ibid. 
10 Ibid.  
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memberikan proyek telekomunikasinya kepada Jepang untuk membangun jaringan 
disana. 
 Selain kepentingan ekonomi, Jepang juga memiliki kepentingan politik atas 
Myanmar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Abe. PM Abe 
menyatakan bahwa Myanmar merupakan rekanan geopolitik Jepang, karena Myanmar 
terletak di antara Cina dan India yang merupakan negara berkembang terbesar di Asia. 
Terpilihnya Myanmar sebagai ketua ASEAN pada tahun 2014 pun juga memudahkan 
akses Jepang dalam memasuki pasar ASEAN. 
 Penelitian milik Neno ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis. 
Persamaannya yaitu Neno dan penulis menggunakan konsep kepentingan milik K. J. 
Holstin dalam menentukan kepentingan nasionalnya baik jangka pendek hingga jangka 
panjang. Perbedaannya yaitu, Neno menggunakan Jepang sebagai negara yang 
memiliki kepentingan, sedangkan penulis menggunakan Singapura sebagai negara 
yang memiliki kepentingan. 
 
2.2. Definisi Konseptual 
 Untuk menganalisis kepentingan nasional Singapura kepada Indonesia, penulis 





 2.2.1. Konsep Kepentingan Nasional 
Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai landasan suatu negara 
dalam melakukan kebijakan luar negerinya.  Menurut Holsti, kepentingan 
nasional merupakan serangkaian tujuan oleh suatu negara yang dituangkan 
dalam kebijakan luar negerinya, dimana kebijakan luar negeri ini diarahkan 
untuk mencapai tujuan dan nilai yang diterapkan negara tersebut.11  
Dalam mencapai kepentingannya pemerintah memiliki serangkaian aksi 
yang ditujukan untuk mencapai yang dinamakan goals atau tujuan. Yang 
dimaksud dengan goals ini yaitu kemampuan negara untuk melindungi identitas 
fisiknya, ekonomi, dan sosial serta politiknya. Holsti menjelaskan dalam 
mencapai goals ini maka kepentingan nasional suatu negara dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan waktu dan prioritasnya yaitu 
kepentingan jangka pendek, kepentingan jangka menengah, dan kepentingan 
jangka panjang.12 
  Berikut klasifikasi kepentingan nasional menurut K. J. Holsti: 
1. Core Interest and Values (kepentingan jangka pendek) 
Kepentingan jangka pendek atau inti merupakan kepentingan 
utama yang dianggap sebagai sesuatu yang paling vital bagi negara 
                                                          
11 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis: 5 edition, Prentinca-Hall 
International Edtions, 1987, hal 123. 
12 Ibid. hal. 119 
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menyangkut eksistensi suatu negara melalui self preservation pada unit 
politik. Kepentingan nilai ini juga digambarkan sebagai jenis 
kepentingan yang dalam mencapainya kebanyakan orang rela untuk 
melakukan pengorbanan sebesar – besarnya.13 
  Dalam kepentingan jangka pendek atau nilai inti, bergantung 
pada keputusan pembuat kebijakan. Dimana pembuat kebijakan harus 
harus memperhatikan pertahanan dari wilayah teritorialnya. Pertahanan 
diri atau self preservation dapat dilihat melalu terjaminnya kedaulatan 
suatu negara , yang artinya sebuah negara tersebut mampu untuk dapat 
mempertahankan kondisi sistem politik, sosial, dan ekonominya.14 
 Menurut Holsti, seiring berjalannya waktu maka hal yang harus 
dipertahankan atau dijaga oleh sebuah negara bukanlah lagi home 
territory namun juga wilayah lainnya, atau wilayah yang berdekatan 
dengan home territory atau perbatasan. Hal ini dilakukan untuk dapat 
mempertahankan dan menjaga kestabilan ekonomi, sosial, dan politik 
sebuah negara dalam melindungi apa yang disebut way of life. Namun, 
way of life tidak mampu dilakukan sendiri oleh sebuah negara, oleh 
karena itu perlu adanya jalinan atau kegiatan yang berhubungan dengan 
negara lain.15 
                                                          
13 Ibid. Hal. 124 
14 Ibid.   
15 Ibid. Hal. 126 
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2. Middle Range Goals (kepentingan jangka menengah) 
Kepentingan jangka menengah merupakan kepentingan yang 
berisi upaya dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi 
suatu negara. Dalam hal ini mencakup usaha pemerintah untuk 
memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan 
internasional. Kesejahteraan sosial dan pembangunan tidak akan 
tercapai hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh 
karena itu penting bagi suatu negara untuk melakukan suatu interaksi 
atau tuntutan dalam membuat kebijakan dengan negara lain.16 
 Kepentingan jangka menengah terbagi menjadi tiga tipe yaitu:17 
a. Develop Economic Opportunities, merupakan usaha yang 
dilakukan oleh pemerintah dengan mengembangkan kerjasama 
dengan negara lain baik secara perdagangan dan pasar luar 
negeri ataupun untuk melakukan tekanan dari kebutuhan 
domestik ke negara lain. Hal ini dilakukan karena adanya 
permintaan oleh masyarakat untuk dapat menyediakan 
pekerjaan, rekreasi, dan keamanan umum. 
b. Increase a state’s prestige, merupakan suatu peningkatan nama 
baik suatu negara dalam dunia internasional, baik itu dalam 
kemampuan bidang militer, atau pun perkembangan industrinya. 
                                                          
16 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis: 3rd Edition, hal. 148 
17 Ibid, hal. 148 - 149 
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Namun, saat ini kemampuan industri dinilai lebih mampu untuk 
mengangkat dan mencerminkan kapabilitas sebuah negara di 
dunia internasional. Hal ini disebabkan karena semakin 
berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maka apabila suatu negara 
mengungguli dalam hal industri maka akan naik tingkat prestige 
sebuah negara.  
c. Self extention, merupakan suatu bentuk perpanjangan diri suatu 
negara dengan melakukan ekspansi dalan memenuhi kebutuhan 
negaranya. Dalam hal ini sebuah negara dapat memanfaatkan 
kedekatan strategis negaranya untuk mencapai  salah satu tujuan 
ekonomi, sosial, dan politiknya. Self extention dapat dilakukan 
dengan cara melakukan promosi tentang nilai – nilai sosial, 
ekonomi, politik atau pun memberikan bantuan luar negerinya 
kepada negara lain. 
  
3. Long range goals (Kepentingan Jangka Panjang) 
Kepentingan jangka panjang merupakan keinginan untuk 
mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Artinya, tujuan jangka 
merupakan kepentingan yang berisi rencana, impian, dan pandangan 
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mengenai organisasi politik atau suatu ideologi dalam suatu sistem 
internasional.  
Dalam rangka mengejar kepentingan jangka menengah, negara 
melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu pula. Namun, dalam 
mengejar kepentingan jangka panjang maka negara biasanya 
melakukan tuntutan universal karena tujuannya adalah untuk 
membangun kembali satu sistem internasional menurut pandangan yang 
dapat diterapkan dan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Hal 
ini yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan New Order 
dalam sistem internasional.18 
 
2.3. Operasionalisasi Konsep 
  Dalam operasionalisasi konsep ini penulis ingin melihat adanya kepentingan 
nasional Singapura yang diuraikan melalui konsep kepentingan nasional oleh K. J. 
Holsti. Kepentingan ini yaitu kepentingan jangka pendek, kepentingan jangka 
menengah, dan kepentingan jangka panjang. 
 
 
                                                          
18 K. J. Holsti, 5th Edition, op. cit., hal. 129 
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1. Core Interest and Values (kepentingan jangka pendek) 
Core interest and values merupakan kepentingan yang dianggap 
vital dan sangat berkaitan dengan eksistensi suatu negara yang dapat dilihat 
dalam usaha self preservation. Penulis melihat bahwa usaha Singapura 
dalam mengesahkan kebijakan Transboundary Haze Pollution Act tahun 
2014 karena ingin mengamankan negaranya atau masyarakatnya dari 
ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Dimana hal 
tersebut dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan way of life yang 
Singapura miliki. Hal ini dikarenakan kabut asap dapat mengancam human 
security di Singapura yang mengakibatkan Singapura mengalami kerugian 
baik secara materiil maupun non-materiil. 
Tindakan self preservation yang dilakukan oleh Singapura yaitu 
dengan membuat kebijakan yang mengatur dan menindak para pelaku 
pembakaran hutan baik di dalam Singapura, maupun di luar territorial 
Singapura. Hal ini dilakukan karena tuntutan masyarakat Singapura agar 
pemerintah dapat mengatasi isu kabut asap yang mengancam keamanan 
insani Singapura hampir setiap tahun. Hal tersebut diatur dalam 
Transboundary Haze Pollution Act tahun 2014 pasal 5 dan pasal 6, dimana 
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kabut asap telah menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil 
masyarakat Singapura.19 
 
2. Middle Range Objectives 
Berikut middle range objectives dalam kepentingan nasional 
Singapura yang terdiri dari tiga tipe: 
a. Develop Economic Opportunities 
Dalam hal ini kerjasama atau hubungan negara lain perlu 
dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan peluang 
ekonomi. Penulis melihat bahwa Singapura ingin memenuhi 
dan memperbaiki kondisi ekonominya dengan cara 
melakukan kerjasama dengan Indonesia. Secara geografis 
letak Singapura sangat berdekatan dengan Indonesia, 
khususnya provinsi Riau. Singapura dapat memanfaatkan  
kedekatan tersebut dalam menciptakan peluang kerjasama 
ekonomi berkelanjutan dengan Riau. 
Hal tersebut disepakati saat pertemuan antara Menteri 
Pertahanan Luar Negeri dengan Gubernur Riau dalam 
                                                          
19 Singapore Government, Singapore Statutes Online, 2014, diakses melalui 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:113ccc86-73fd-48c9-
8570-650a8d1b7288 , pada tanggal 21 Oktober 2017  
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membahas penanganan kabut asap. Dalam pertemuan 
tersebut, Singapura ingin bekerjasama dalam pengolahan 
lahan gambut untuk pertanian. Hal tersebut dikarenakan 90 
persen bahan makanan Singapura diimpor dari Indonesia, 
oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara 
kedua negara.20 
Selain itu kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan 
juga perlu dilakukan dengan pemerintah Riau karena hal ini 
dapat berdampak pada sektor pariwisata kedua belah pihak. 
Dimana kabut asap dapat menghambat pembangunan 
berkelanjutan karena Riau sering dijadikan tempat transit 
penerbangan sebelum berlanjut ke Singapura, dan begitu 
pula sebaliknya.21 
 
b. Increase a State’s Prestige 
Dalam hal ini peningkatan nama baik suatu negara dapat 
dilihat dari kemampuan militer dan industrinya. Salah satu 
cara untuk meningkatkan nama baik negara, biasanya negara 
                                                          
20 Go Riau, Menteri Senior Singapura: Banyak Peluang Kerjasama dengan Riau, Termasuk Bidang 
Pangan, Go Riau News, 2017, diakses dari https://www.goriau.com/berita/riau/menteri-senior-
singapura-banyak-peluang-kerjasama-dengan-riau-termasuk-bidang-pangan.html , pada tanggal 3 
November 2017 
21 Ibid.  
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melakukan kerjasama dengan negara yang bersangkutan 
baik secara bilateral atau pun multilateral. Namun, seiring 
berjalannya waktu kemampuan industri sebuah negara lebih 
diperhatikan dalam pembuktian kapabilitas suatu negara. 
Dalam penelitian penulis, Singapura berusaha 
melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan 
cara memberikan bantuan mengirimkan helikopter Chinook 
yang mampu membawa kantong air raksasa untuk bom air 
dan sebuah pesawat Hercules C-130 yang dapat mengangkut 
42 orang anggota pemadam kebakaran. Ini merupakan 
prestige dari Singapura yang dapat dilihat dari aksi – aksinya 
berdasarkan pasal 9 (1) Transboundary Haze Pollution Act 
dalam upaya mengurangi dan mengendalikan kabut asap.22  
c. Self Extention 
Dalam hal ini sebuah negara melakukan perpanjangan 
diri dengan melakukan ekspansi dalam memenuhi 
kebutuhannya. Kedekatan teritori dapat dimanfaatkan untuk 
dapat melakukan promosi – promosi mengenai nilai – nilai 
                                                          
22 DW News, Bantuan Internasional Tiba di Indonesia, DW News, 2015, diakses dari 




sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara, sehingga negara 
yang menjadi sasaran memiliki pandangan yang sama. 
 Dalam hal ini Singapura yang mengirimkan 
pasukan pemadam kebakarannya ke Indonesia merupakan 
bentuk ekspansi dari penyebaran nilai – nilai sosial yang 
dimiliki oleh Singapura.23 Selain itu, pemerintah Indonesia 
juga menawarkan Singapura untuk terlibat dalam upaya 
pemadaman kebakaran hutan seperti menerjunkan para ahli 
atau petugas dalam meninjau dan memahami kondisi 
lapangan seperti yang pernah dilakukan di Jambi pada tahun 
2007. Hal ini berarti Singapura diberi kepercayaan untuk 
turut andil dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan 
lahan di Indonesia. Upaya – upaya ini sesuai berdasarkan 
tindakan preventif Singapura dalam pasal 9 (2).24 
Selain itu nilai politis yang dapat dilihat yaitu dalam 
THPA sendiri merupakan kebijakan untuk dapat mengadili 
para pelaku yang terlibat pembakaran hutan, dimana 
pemerintah Singapura dapat melakukan pemanggilan bagi 
                                                          
23 Ibid. 
24 Tempo News, Menlu Singapura Bahas Kebakaran Hutan dengan Pemprov Riau, Tempo News, 2017, 
diakses dari https://nasional.tempo.co/read/894346/menlu-singapura-bahas-kebakaran-hutan-dengan-
pemprov-riau , pada tanggal 4 November 2017 
17 
 
pelaku yang memiliki kantor atau berdiam di Singapura 
sesuai dengan pasal 10 Transboundary Haze Pollution Act. 
  
3. Long Range Goals (kepentingan jangka panjang) 
Long range goals merupakan kepentingan jangka panjang yang 
berisikan rencana, visi, harapan dan pandangan akan sistem internasional 
yang damai. Hal ini dilakukan dengan melakukan tindakan persuasif dan 
koersif. Tindakan persuasif dapat dilihat dengan adanya kompensasi, 
perjanjian persahabatan, bantuan luar negeri, dan reward. Sedangkan 
tindakan koersif merupakan respon yang didapat dari rezim yang diinginkan 
dan bersifat memaksa. 
Singapura ingin mendapatkan lingkungan yang damai bebas dari 
kabut asap ini merupakan tuntutan universal seperti yang dimaksud Holsti. 
Dengan adanya tuntutan – tuntutan Singapura terhadap pemerintah 
Indonesia yang meminta menindak tegas dan serius dalam menangani 
kebakaran hutan. Singapura berharap tidak akan terkena dampak kabut asap 
lagi akibat kebakaran. Hal ini membuat kedamaian dan hal yang diinginkan 
Singapura tercapai.25 Singapura juga berharap dengan penanganan yang 
                                                          
25 Riau Pos News, Menlu Singapura Apresiasi Riau, Riau Pos News, 2017, diakses dari 




tepat atas kabut asap, dapat menciptakan lingkungan internasional yang 
bebas asap seperti program ASEAN bebas asap tahun 2020. 26 Hal ini sesuai 
berdasarkan pasal 2 Transboundary Haze Pollution Act yang berisi tentang 















                                                          
26 Antara News, “Bebas Asap 2020, Singapura Apresiasi Kerja Indonesia”, 2017, diakses dari 
http://www.netralnews.com/news/lingkungan/read/67226/bebas.asap.2020..singapura.apresiasi.ker , 
pada tanggal 4 November 2017 
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Tabel 2.3. Operasionalisasi Konsep 
KONSEP WAKTU  VARIABEL INDIKATOR OPERASIONALISASI 
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Kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi hampir setiap tahun memberikan dampak 
kabut asap hingga ke Singapura . Hal ini membuat pemerintah Singapura membuat 
kebijakan Transboundary Haze Pollution Act pada tahun 2014. Dalam kebijakan 
tersebut ada kepentingan nasional Singapura dalam mengesahkan kebijakan. 
 
Rumusan Masalah 
Apa Kepentingan Singapura dalam Transboundary Haze 
Pollution Act Tahun 2014? 
Kepentingan Nasional 
Argumen Utama 
Penulis memiliki argumen utama bahwa dari ketiga kepentingan nasional Singapura dalam 
kebijakan Transboundary Haze Pollution Act tahun 2014 ini yang paling terlihat dan dominan 
adalah kepentingan jangka pendek dan jangka menengah. Dalam kepentingan jangka pendek 
Singapura ingin melindungi negaranya dari ancaman kabut asap untuk mencapai self 
preservation. Selain itu Singapura juga ingin membuka peluang ekonomi kerjasama melalui 
kerjasama dengan provinsi Riau, dan untuk meningkatkan nama baik Singapura dengan cara 
memberikan bantuan penanggulangan kebakaran ke Indonesia dengan teknologinya. 
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2.5. Argumen Utama 
 Penulis memiliki argumen utama bahwa kepentingan nasional Singapura dalam 
kebijakan Transboundary Haze Pollution Act tahun 2014 ini memiliki kepentingan 
jangka pendek, kepentingan jangka menengah, dan kepentingan jangka panjang 
berdasarkan kategori dari konsep kepentingan nasional oleh K. J. Holsti. Namun, dari 
ketiga kepentingan tersebut hanya dua kepentingan yang terlihat dan dominan yaitu 
kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka menengah. Kepentingan jangka 
pendek yaitu untuk dapat mengamankan negaranya dari ancaman kabut asap 
berdasarkan tujuan dibuatnya Transboundary Haze Pollution Act. Kepentingan jangka 
menengah yaitu untuk membuka peluang ekonomi dengan cara melakukan kerjasama 
dengan Provinsi Riau, dan meningkatkan nama baik Singapura dengan cara 
mengirimkan bantuan untuk penanggulangan kebakaran di Indonesia menggunakan 
teknologi yang dimiliki Singapura.  
 
 
 
 
 
 
